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BAB V  
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis dapat 
disimpulkan mengenai sosialisasi humas Komisi Pemilihan Umum kota 
Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan 
walikota Pekanbaru tahun 2017 sebagai berikut : 
Sosialisasi humas Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota Pekanbaru 
telah dijalankan dengan baik berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2017 
tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Adapun metode yang 
dilakukan KPU kota Pekanbaru adalah : Pertama, silaturahim ke 
stakeholder seperti Polres, Pemerintahan Kota, Kesbangpol, Disdukcapil, 
Kejaksanaan Negeri, yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa tahapan 
pilkada sudah masuk. Kedua, tahapan peluncuran maskot dan jingle oleh 
KPU kota Pekanbaru dengan memanfaatkan arena Car Free Day di Jalan 
Gadjah Mada pada tangal 18 September 2016. Ketiga, bekerjasama 
dengan PPK dan PPS sesuai dengan PKPU nomor 12 tahun 2017. 
Keempat, sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2017 yaitu petugas 
penyelenggara pemilu berkewajiban menyampaikan informasi kepada 
masyarakat secara strukturalnya mereka dijadikan narasumber di 
masyarakat dan zona sekitar TPS. Kelima, komunikasi dan penyampaian 
informasi dilakukan melalui media massa dalam bentuk tulisan, gambar, 
audio dan juga melalui media sosial seperti website, facebook dan 
instagram. Keenam, mobilisasi sosial dilakukan dengan mengandeng 
kaum intelektual seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari 
universitas yang ada di kota Pekanbaru dan melibatkan Tim GASS 
(Gerakan Ayo Mencoblos ke TPS) dalam setiap sosialisasi yang 
dilakukan. 
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Akan tetapi ada beberapa hambatan yang terjadi dalam sosialisasi 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU 
Kota Pekanbaru jika dilhat dari hasil wawancara adalah sebagai berikut: 
1. Masalah pendataan, pendataan tidak ditangani oleh yang berkompeten 
dalam data statistik. Pendataan dilakukan oleh RT/RW didaerah 
setempat, sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan-kesalahan dalam 
mendata pemilih. 
2. Terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah pusat menjai 
penghalang langkah KPU kota Pekanbaru untuk membuat program-
program sosialisasi ke masyarakat.  
3. Mengingat banyaknya segmentasi masyarakat yang akan disentuh, 
kendala disini adalah keterbatasan personil, begitu banyaknya 
segmentasi masyarakat yang akan disentuh tidak diikuti oleh 
banyaknya personil dalam menjalankan sosialisasi, kendala ini sangat 
mempengaruhi dalam pelaksanaan program-program sosialisasi. 
4. Masalah geografis kota Pekanbaru didaerah perbatasan antara 
Pekanbaru-Kampar. 
5. Kurang validnya data pemilih seperti masyarakat yang pindah rumah 
atau daerah tidak melapor ke pemerintah terdekat, sehingga namanya 
tidak terdaftar sebagai pemilih. 
 
B. Saran  
Adapun saran penulis terhadap hasil penelitian ini sebagai berikut : 
1. Dalam pelaksanaan pilkada, sosialisasi merupakan hal yang sangat 
penting dan ikut memberikan hak suara merupakan hak politik 
masyarakat yang akan mempengaruhi masa depan daerahnya. Untuk 
itu, Komisi Pemilihan Umum diharapkan lebih aktif dalam 
memberikan arahan agar masyarakat lebih peduli akan demokrasi. 
2. Humas KPU Kota Pekanbaru sebaiknya lebih aktif dalam 
melaksanakan program-program komunikasi untuk mensukseskan 
sosialisasi pemilihan ini dengan menambah jumlah personil yang 
 
 
78 
turun ke lapangan sehingga jangkauan sosialisasi lebih luas, tidak 
hanya di perkotaan tetapi juga menjangkau ke daerah pinggiran. 
3. Humas KPU kota Pekanbaru hendaknya tetap cermat dalam pemilhan 
media yang tepat untuk mengkomunikasikan sosialisasi kepada 
publik. Humas juga sebaiknya melihat kondisi dan tidak menutup diri 
dengan perkembagan teknologi saat ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
